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 Using the principal component analysis and the hierarchic classification method 
this study reveals that kecamatan or sub-districts of Java island could be classified into 4 
big categories based on their availability of land resources, agriculture and economic 
infrastructures, characteristics of agricultural household, and performance of rice farming. 
Two groups of kecamatan which included 510 kecamatans or 35.7% total kecamatans of 
Java represents sawah based-agricultural zones with higher productivity in producing 
rice. The two groups of kecamatan which covered sawah land of 1.46 million hectares 
and contribute to 49.6% rice production of Java, ideally, were functioned as food 
producer zones and the sawah land in the region should be protected from the land 
conversion process since the process induces high impacts on food production capacity 
losses, increasing of labor problem and agricultural investment losses. Effort of land 
protection  is especially required for 145 kecamatans because land conversion in the 
kecamatans lead to very high impact to the problem, due to high conversion of technical 
and semi-technical irrigated land.  
 




 Dengan menggunakan metode analisis komponen prinsipal dan klasifikasi 
hirarki penelitian ini mengungkapkan bahwa kecamatan yang termasuk wilayah 
kabupaten di Jawa dapat dibagi atas 4 kelompok besar dan setiap kecamatan yang 
termasuk ke dalam masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang relatif homogen 
dalam ketersediaan sumberdaya lahan, ketersediaan sarana pertanian dan ekonomi, 
karakteristik rumah tangga dan kinerja usahatani padi sawah. Dua kelompok kecamatan 
yang meliputi 510 kecamatan atau 35,7 persen total kecamatan di Jawa merupakan 
kawasan pertanian berbasis sawah yang lebih produktif dalam menghasilkan padi 
dibandingkan kecamatan lainnya. Idealnya kedua kelompok kecamatan yang mencakup 
lahan sawah seluas 1,46 juta hektar dan menyumbang 49,6 persen produksi padi di 
Jawa dicadangkan sebagai kawasan  pangan dan dilindungi dari kegiatan konversi lahan 
karena konversi lahan yang terjadi di kawasan tersebut menimbulkan dampak negatif 
yang relatif besar terhadap upaya pengadaan pangan, masalah tenaga kerja dan 
hilangnya investasi pertanian. Upaya pencegahan konversi lahan utamanya dibutuhkan 
di 145 kecamatan mengingat konversi lahan sawah di kecamatan-kecamatan tersebut 
menyebabkan hilangnya produksi padi dalam kuantitas yang relatif tinggi dibandingkan 
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kecamatan lainnya karena lahan sawah yang dikonversi umumnya merupakan lahan 
sawah beririgasi teknis dan semiteknis. 
 





 Dalam perspektif jangka panjang konversi lahan sawah di Jawa 
merupakan ancaman yang lebih serius terhadap upaya pengadaan pangan 
nasional karena tiga faktor yaitu : (1) Jawa merupakan sentra produksi pangan 
nasional dengan pangsa produksi sekitar 55-80 persen untuk komoditas padi 
dan palawija. (2) Konversi lahan sawah di Jawa merupakan suatu “proses alami” 
yang terkait dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk 
dan kelangkaan lahan. Selama kegiatan pembangunan masih berlangsung 
maka konversi lahan sawah di Jawa sulit dihindari. (3) Dampak konversi lahan 
sawah terhadap hilangnya peluang produksi pangan bersifat permanen karena 
lahan sawah yang sudah dikonversi ke penggunaan di luar pertanian tidak 
pernah berubah kembali menjadi lahan sawah. Dengan kata lain, konversi lahan 
sawah yang berlangsung pada tahun tertentu tidak hanya menyebabkan 
hilangnya peluang produksi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga pada 
tahun-tahun berikutnya, atau bersifat kumulatif. Kondisi demikian berbeda 
dengan kasus serangan hama dan kekeringan yang hanya menyebabkan 
hilangnya peluang produksi pada saat kedua gangguan tersebut terjadi. Selama 
kurun 1981-1998 diperkirakan peluang produksi padi yang hilang akibat konversi 
lahan sawah sekitar 2,83 juta ton gabah per tahun atau hampir setara dengan 
volume impor beras yang jumlahnya sekitar 1,5 juta ton per tahun (Irawan et al., 
2000). 
 Untuk menghambat kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini 
pemerintah lebih mengandalkan pendekatan yuridis yang mengatur prosedur 
konversi lahan dan melarang konversi lahan sawah, khususnya sawah beririgasi 
teknis. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan tersebut kurang efektif 
selama tidak didukung dengan sistem pengawasan yang ketat dan penegakan 
supremasi hukum yang berlaku (Simatupang dan Irawan, 2002). Melalui 
rekayasa tertentu, misalnya dengan merubah status sawah irigasi teknis 
menjadi sawah irigasi non teknis, konversi lahan sawah beririgasi teknis tetap 
saja dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku. 
 Dalam rangka mengoptimalkan upaya menghambat konversi lahan 
pertanian, terutama lahan pertanian produktif, maka diperlukan pendekatan lain. 
Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan menetapkan 
kawasan-kawasan pangan, yaitu kawasan yang dicadangkan bagi produksi 
pangan dan lahan sawah yang termasuk kedalam kawasan tersebut seluruhnya 
dilindungi dari kegiatan konversi lahan. Penetapan kawasan pangan tersebut 
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sangat berguna  untuk mengarahkan kegiatan konversi lahan ke kawasan 
pertanian yang kurang produktif sehingga dampak konversi lahan terhadap 
masalah pangan dan kesempatan kerja pertanian dapat ditekan. Disamping itu, 
dengan pendekatan kawasan tersebut maka rekayasa yang bertujuan untuk 
mengubah status lahan dengan maksud menyiasati larangan konversi lahan 
pertanian produktif seperti sawah irigasi teknis dapat dihindari. 
 Permasalahannya adalah kawasan bagaimana yang layak dicadangkan 
bagi produksi pangan atau ditetapkan sebagai kawasan pangan dan bagaimana 
distribusinya di Pulau Jawa. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan 
permasalahan tersebut yang didekati melalui pengkajian tipologi kecamatan di 
Jawa yang dibangun berdasarkan empat kelompok variabel yang menggambar-
kan ketersediaan sumberdaya lahan, ketersediaan sarana/prasaran pertanian 
dan ekonomi, kerakteristik rumah tangga tani dan kinerja usahatani tanaman 





 Kebutuhan lahan untuk produksi pangan pada dasarnya merupakan 
turunan dari kebutuhan pangan. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk 
dan konsumsi per kapita maka kebutuhan pangan secara nasional mengalami 
peningkatan. Untuk dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pangan tersebut 
maka diperlukan peningkatan kapasitas produksi pangan. Sedangkan 
peningkatan kapasitas produksi pangan dapat ditempuh melalui dua pendekatan 
yaitu : (1) mengembangkan teknologi usahatani yang memungkinkan 
peningkatan produktivitas usahatani dan (2) meningkatkan penyediaan lahan 
untuk tanaman pangan yang memungkinkan peningkatan areal tanam. Dewasa 
ini peningkatan teknologi usahatani tanaman pangan terutama padi cenderung 
mengalami stagnasi akibat belum adanya terobosan teknologi yang mampu 
meningkatkan produktivitas usahatani secara signifikan. Karena itu, peningkatan 
penyediaan lahan bagi produksi pangan memiliki peran semakin penting untuk 
meningkatkan kapasitas produksi pangan.  
 Dalam rangka penyediaan lahan untuk produksi pangan terutama padi 
terdapat dua upaya yang harus ditempuh yaitu : (1) menambah luas sawah 
melalui pencetakan sawah baru, dan (2) mencegah pengurangan lahan sawah 
yang sudah dibangun akibat konversi lahan. Untuk kasus di Jawa pencetakan 
sawah baru dapat dikatakan tidak mungkin lagi dilakukan akibat keterbatasan 
sumberdaya lahan dan air. Di wilayah tersebut luas sawah yang sudah dibangun 
bahkan cenderung berkurang akibat dikonversi ke penggunaan diluar pertanian 
rata-rata sekitar 50 ribu hektar per tahun (Irawan et al., 2000). Oleh karena itu 
upaya penyediaan lahan untuk produksi pangan di Jawa seyogyanya lebih 
diarahkan pada upaya mempertahankan lahan sawah yang sudah dibangun. 
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Hal ini dapat ditempuh dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang 
dicadangkan sebagai kawasan pangan, terutama bagi kawasan yang mencakup 
lahan sawah berproduktivitas tinggi. Upaya tersebut memang tidak mampu 
meningkatkan kapasitas produksi pangan tetapi sangat berguna untuk 
mencegah penurunan kapasitas produksi pangan yang disebabkan oleh 
konversi lahan. 
 Untuk mencapai pemanfaatan lahan secara optimal maka pencadangan 
lahan untuk kawasan pangan haruslah dilakukan secara selektif. Lahan yang 
dicadangkan tersebut sebaiknya berupa suatu kawasan dengan hamparan yang 
cukup luas untuk memperoleh manfaat economic of size dalam memproduksi 
komoditas pangan. Pada prinsipnya kawasan yang perlu dicadangkan sebagai 
kawasan pangan haruslah merupakan kawasan pertanian produktif yang 
mampu menghasilkan komoditas pangan secara efisien. Dalam kaitan tersebut 
terdapat lima kelompok faktor yang memiliki peranan yaitu : (1) ketersediaan 
sumberdaya alam seperti luas sawah dan kesuburan lahan, (2) ketersediaan 
infrastruktur dan kelembagaan pertanian yang berkaitan dengan kegiatan 
produksi dan kegiatan pasca panen, (3) karakteristik rumah tangga tani seperti 
penguasaan lahan pertanian, (4) ketersediaan teknologi usahatani, dan (5) 
kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan pengendalian harga 
komoditas dan harga sarana produksi. 
 Kelima faktor di atas bekerja secara serentak dan saling terkait satu 
sama lain dalam mempengaruhi kinerja usahatani dan efisiensi produksi pangan 
di setiap kawasan. Pada kondisi faktor lain yang homogen, kawasan berlahan 
subur akan memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi secara teknis dan 
ekonomik dibandingkan kawasan berlahan kurang subur akibat produktivitas 
usahatani yang lebih tinggi. Namun kawasan berlahan subur tidak selalu 
memiliki efisiensi teknis yang lebih tinggi jika teknologi usahatani di kawasan 
tersebut kurang berkembang dibanding kawasan yang kurang subur. Dalam hal 
ini ketersediaan infrastruktur pertanian dan karakteristik rumah tangga tani di 
setiap kawasan akan memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, kawasan 
yang memiliki sarana transportasi lebih baik biasanya memiliki efisiensi produksi 
lebih tinggi akibat kemudahan dalam memperoleh informasi teknologi, akses 
lebih baik ke lembaga permodalan dan sarana produksi yang dibutuhkan. Begitu 
pula kawasan dengan rata-rata pemilikan lahan per rumah tangga yang lebih 
luas biasanya memiliki efisien produksi yang lebih tinggi karena dapat meraih 
manfaat ekonomi skala usaha. 
 
Variabel Pengelompokan Kecamatan 
 Kerangka keterkaitan seperti diuraikan di atas dipergunakan dalam 
penelitian ini untuk memilih variabel yang dianggap relevan dalam menyusun 
tipologi kawasan produksi pangan. Dalam penelitian ini setiap kawasan produksi 
pangan diekspresikan dalam kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam 
 149 
TIPOLOGI KECAMATAN DI JAWA DALAM RANGKA PENCADANGAN KAWASAN PRODUKSI PANGAN  
Bambang Irawan 
 
wilayah kabupaten di Jawa. Secara keseluruhan terdapat 35 variabel yang 
digunakan dalam menyusun tipologi kecamatan tersebut dan terbagi atas empat 
kelompok variabel yaitu : (1) variabel yang menggambarkan ketersediaan 
sumberdaya lahan secara kuantitas dan kualitas, (2) variabel yang 
menggambarkan karakteristik rumah tangga tani di setiap kecamatan, (3) 
variabel yang berkaitan dengan ketersediaan sarana/prasarana pertanian dan 
ekonomi, dan (4) variabel yang mencerminkan kinerja usahatani padi sawah. 
Deskripsi setiap variabel yang digunakan untuk melakukan pengelompokan 
kecamatan diperlihatkan dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1. Deskripsi Variabel yang Digunakan untuk Pengelompokan Kecamatan di Jawa 
 
Kelompok variabel Notasi Deskripsi variabel 






































































Luas lahan sawah (ha) 
Proporsi lahan sawah terhadap total lahan sawah + 
tegal/kebun + ladang/huma+pekarangan (%) 
Proporsi sawah irigasi teknis+semi teknis (%) 
Luas sawah tersedia per rumah tangga tani padi 
dan palawija (ha/rumah tangga padi) 
Luas lahan di luar hutan tersedia per rumah tangga 
(ha/rumah tangga) 
Luas lahan tanaman tersedia (sawah+tegal/ 
kebun+ladang/huma+pekarangan) per rumah 
tangga tani pengguna lahan (ha/rumah tangga tani) 
Proporsi desa dengan ketinggian di bawah 500 
meter d.p.l.(%) 
 
Proporsi rumah tangga tani terhadap total rumah 
tangga (%) 
Proporsi rumah tangga tani padi terhadap rumah 
tangga tani (%) 
Rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah 
tangga tani penggunaan lahan (ha/ rumah tangga 
tani pengguna lahan)  
Rata-rata penguasaan lahan sawah per rumah 
tangga tani padi (ha/rumah tangga tani padi) 
Proporsi rumah tangga tani dengan penguasaan 
lahan di bawah 0,50 ha (%) 
Proporsi lahan pertanian yang dimiliki terhadap 
lahan pertanian yang dikuasai (%) 
Proporsi lahan sawah dikuasai terhadap total lahan 
pertanian yang dikuasai (%) 
Jumlah rumah tangga buruh tani per lahan sawah 
dikuasai (rumah tangga/ha sawah) 
Jumlah rumah tangga buruh tani per lahan pertanian 
yang dikuasai (rumah tangga/ha) 
Jumlah rumah tangga pengolah hasil pertanian per 
produksi padi sawah (rumah tangga/ton padi) 
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Tabel 1. Lanjutan 
 
Kelompok variabel Notasi Deskripsi variabel 
 
3. Sarana pertanian 




















4. Kinerja usahatani 





































Rasio luas sawah terhadap jumlah traktor (ha/ 
traktor) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah hand sprayer 
(ha/unit) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah pompa air 
(ha/pompa) 
Rasio produksi padi sawah terhadap jumlah mesin 
pengolah padi (ha/unit) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah kios sarana 
produksi tanaman pangan (ha/kios) 
Rasio produksi padi sawah terhadap jumlah lantai 
jemur (ton/unit) 
Proporsi desa yang akses ke angkutan umum (%) 
Proporsi desa yang jalan utamanya aspal (%) 
Proporsi desa yang jalan utamanya dapat dilalui 
kendaraan roda-4 
Rasio jumlah rumah tangga terhadap jumlah 
kendaraan roda-4 
Proporsi desa dengan dominasi jalan aspal atau 
jalan diperkeras (%) 
 
Intensitas panen padi sawah per tahun (x100) 
Produktivitas usahatani padi sawah per musim 
tanam (kg/ha) 
Sumbangan produksi kecamatan terhadap produksi 
padi sawah kabupaten (%) 
Sumbangan produksi kecamatan terhadap produksi 
padi sawah provinsi (%) 
Sumbangan produksi kecamatan terhadap produksi 
padi sawah di Jawa (%) 
Produksi padi sawah per rumah tangga (ku/rumah 
tangga) 
Produksi padi sawah per rumah tangga tani padi 
(ku/rumah tangga tani padi) 
 
 
Metode Pengelompokan Kecamatan 
 Penelitian ini pada intinya bertujuan untuk melakukan pengelompokan 
kecamatan berdasarkan variabel-variabel pengelompokan yang disajikan dalam 
Tabel 1. Pengelompokan kecamatan tersebut dilakukan melalui dua tahap 
analisis yang saling terkait yaitu : (1) Menganalisis atau mengidentifikasi gugus-
gugus variabel (Fi) yang dianggap mampu menggambarkan variasi seluruh 
variabel yang digunakan untuk pengelompokan kecamatan, yaitu variabel SD1 
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hingga PD7. Dalam tahapan ini digunakan metode Analisis Komponen Prinsipal. 
(2) Melakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan gugus-gugus variabel 
(Fi) yang dihasilkan dari analisis pertama. Pengelompokkan kecamatan tersebut 
dilakukan dengan metode pengelompokan hirarki. 
 
Analisis Komponen Prinsipal 
 Dalam realitas seluruh variabel pengelompokan yang disajikan dalam 
Tabel 1 saling berkorelasi satu sama lain dengan tingkat keeratan hubungan 
yang bervariasi. Jika dua variabel berkorelasi sangat erat maka variasi antar 
kecamatan untuk kedua variabel tersebut sebenarnya dapat diungkapkan oleh 
salah satu variabel saja. Dengan kata lain, dimensi variabel yang akan 
digunakan untuk pengelompokan kecamatan (seluruh variabel SD1 hingga PD7) 
sebenarnya dapat direduksi menjadi beberapa gugus variabel,  dimana variasi 
setiap gugus variabel secara tidak langsung menggambarkan variasi beberapa 
variabel pengelompokan. Dalam melakukan pengelompokan kecamatan 
penyederhanaan dimensi variabel tersebut (menjadi beberapa gugus variabel) 
sangat berguna untuk menghindari jumlah kelompok kecamatan yang terlalu 
banyak, tetapi memiliki individu kecamatan yang relatif kecil per kelompok 
kecamatan, yang secara empirik kurang bermakna dalam interpretasi lebih 
lanjut. 
 Salah satu metode yang digunakan untuk memperkecil dimensi 
variabel-variabel yang saling berkorelasi adalah Metode Analisis Komponen 
Prinsipal. Secara rinci metode analisis ini dan contoh penerapannya misalnya 
dapat disimak didalam Escofier (1993) dan Jambu (1991). Contoh penerapan-
nya dapat pula disimak didalam Taryoto (1982) dan Irawan dan Sudaryanto 
(1992). Ide pokok dari analisis prinsipal komponen secara ringkas dapat diurai-
kan sebagai berikut. 
 Misalkan terdapat suatu matriks variabel X  dengan dimensi n x i. 
Prinsip kerja dari analisis prinsipal komponen adalah membentuk satu set 
variable baru (Fi) yang tidak saling berkorelasi dan disebut faktor utama atau 
komponen utama. Setiap faktor utama yang terbentuk merupakan kombinasi 
linier dari seluruh variable Xi yang terdapat didalam matriks X. Akan tetapi 
keeratan hubungan antara setiap faktor utama Fi dengan variabel Xi berbeda 
satu sama lain. Artinya, setiap faktor utama Fi sebenarnya hanya mengekspresi-
kan satu atau beberapa variabel Xi saja. Dengan kata lain, setiap Fi dapat 
dianggap sebagai suatu gugus variabel dengan elemen variabel Xi yang 
berkorelasi erat dengan Fi. 
 Faktor utama Fi selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan 
pengelompokan individu contoh (kecamatan). Permasalahannya adalah berapa 
jumlah Fi yang akan digunakan untuk melakukan pengelompokan tersebut. 
Pada umumnya terdapat dua kriteria yang dipakai dalam memilih banyaknya 
faktor utama Fi yang akan digunakan dalam pengelompokan individu contoh 
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yaitu (Escofier, 1993) : (1) Faktor utama Fi dipilih untuk pengelompokan individu 
jika sumbangan faktor tersebut terhadap varian total lebih besar dari 1/N, 
dimana N adalah banyaknya variabel Xi. Kriteria ini dipakai untuk menjamin 
bahwa faktor utama tersebut memang mampu memperkecil dimensi variabel Xi. 
(2) Seluruh faktor utama Fi yang dipilih untuk pengelompokan mampu 
menerangkan varian total dengan derajat cukup tinggi, biasanya sekitar 60 – 80 
persen varian total. Kedua kriteria tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk 
menentukan banyaknya faktor utama Fi yang dipilih untuk melakukan 
pengelompokan kecamatan yang dianalisis. 
 
Metode Pengelompokan Hirarki 
 Untuk melakukan pengelompokan kecamatan berdasarkan faktor-faktor 
utama (Fi) yang dihasilkan dari analisis prinsipal komponen, dalam penelitian ini 
digunakan metode pengelompokan hirarki. Prinsip kerja dari metode ini adalah 
melakukan pengelompokan individu secara bertahap. Pada tahap pertama, 
seluruh individu contoh dikelompokkan atas dua kelompok besar (kelompok A 
dan B) yang memiliki jarak atau perbedaan yang sangat besar dalam faktor-
faktor utama (Fi) yang dipilih dalam pengelompokan kecamatan. Selanjutnya, 
jika varian variabel Xi pada masing-masing kelompok A dan B masih cukup 
tinggi maka individu kecamatan yang tercakup dalam kedua kelompok A dan B 
tersebut, dikelompokkan kembali menjadi sub kelompok A1 dan A2 serta sub 
kelompok B1 dan B2. Proses pengelompokan tersebut dapat dilakukan secara 
berulang-ulang untuk membentuk kelompok atau sub kelompok kecamatan 
yang memiliki variabel Xi relatif homogen. 
 Dalam penelitian ini proses pengelompokan kecamatan dihentikan jika 
jumlah kecamatan yang tercakup dalam salah satu sub kelompok lebih kecil dari 
5 persen total kecamatan yang dianalisis. Kriteria ini dipakai untuk menghindari 
terbentuknya kelompok kecamatan yang sangat eksklusif yang secara empirik 
kurang bermakna dalam interpretasi lebih lanjut. 
 
Data dan Lingkup Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan enam sumber data yaitu: (1) data Sensus 
Pertanian 1993 yang mencakup informasi tentang rumah tangga tani dan 
penguasaan lahan rumah tangga, (2) data potensi desa 1993 yang digunakan 
sebagai data dasar dalam pelaksanaan Sensus Pertanian dan meliputi informasi 
tentang sarana/prasarana ekonomi,  (3) data luas ketersediaan lahan menurut 
jenis irigasi per kecamatan 1994-1998 yang diperoleh dari kuesioner SP-V 
(BPS), (4) data luas panen padi sawah per kecamatan yang diperoleh dari 
kuesioner SP-I (BPS), (5) data produksi padi per hektar menurut kecamatan 
1994-1998 yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten, dan (6) data jumlah 
alat dan mesin pertanian per kecamatan 1994-1998 yang diperoleh dari BPS. 
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 Kecamatan yang dianalisis meliputi kecamatan-kecamatan yang 
termasuk dalam wilayah kabupaten di Jawa, yaitu 1594 kecamatan. Namun 
karena data yang dibutuhkan tidak lengkap (terutama data Sensus Pertanian 
1993 dan data produktivitas usahatani) maka tidak seluruh kecamatan tersebut 
dapat dianalisis. Jumlah kecamatan yang dapat dianalisis hanya 1430 
kecamatan atau 89,7 persen dari jumlah kecamatan wilayah kabupaten di Jawa. 
Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah kecamatan yang 
dapat dianalisis masing-masing sebanyak 466 kecamatan, 455 kecamatan dan 
509 kecamatan atau sekitar 98 persen, 92 persen dan 92 persen dari total 
kecamatan yang termasuk kedalam wilayah kabupaten di ketiga provinsi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Analisis Komponen Prinsipal 
 Hasil analisis Korelasi Sperman menunjukkan bahwa diantara 35 
variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdapat cukup banyak variabel 
yang saling berkorelasi secara erat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak seluruh variabel tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena variasi 
variabel-variabel tertentu sebenarnya sudah dicerminkan oleh variabel lain yang 
berkorelasi sangat erat. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan analisis lebih 
lanjut, variabel-variabel yang memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,65 
dengan satu atau beberapa variabel lainnya tidak dimasukkan didalam analisis 
prinsipal komponen karena variasi variabel-variabel tersebut telah dicerminkan 
oleh variabel lainnya. Terdapat 9 variabel yang termasuk dalam katagori 
tersebut yaitu variabel-variabel SD4, SD6, SP7, SP8, SP9, dan PD3 hingga PD6.  
 Dengan demikian hanya 26 variabel yang digunakan dalam analisis 
komponen prinsipal. Tabel 2 memperlihatkan nilai rata-rata dan koefisien variasi 
dari variabel-variabel tersebut. Sebagian besar variabel menunjukkan koefisien 
variasi yang cukup besar (lebih dari 50%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
variabel-variabel tersebut cukup bervariasi menurut kecamatan. Dengan kata 
lain variabel-variabel tersebut cukup berarti untuk membangun suatu tipologi 
dari kecamatan yang dianalisis. 
Hasil analisis komponen prinsipal diperlihatkan dalam Tabel 3. Dalam 
tabel tersebut hanya disajikan 10 faktor utama dengan kontribusi faktor terendah 
terhadap variasi total sebesar 3,41 persen. Secara rata-rata setiap variabel 
memiliki kontribusi terhadap variasi total sebesar 3,83 persen atau setara 
dengan 100/26 variabel. Dengan demikian faktor 9 hingga faktor 10 dan 
seterusnya sebenarnya tidak cukup berarti dalam menerangkan variasi total 
karena kontribusi faktor-faktor tersebut dalam menerangkan variasi total lebih 
kecil dari kontribusi rata-rata setiap variabel. Dengan kata lain, pemasukan 
faktor-faktor tersebut dalam pengelompokan kecamatan tidak banyak berpe-
ngaruh terhadap jumlah kelompok kecamatan yang dihasilkan maupun karak-
teristik dari setiap kelompok kecamatan. 
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Tabel 2. Nilai Rata-rata dan Koefisien Variasi Variabel yang Digunakan dalam 
Pengelompokan Kecamatan 
 













































Luas lahan sawah (ha) 
Proporsi lahan sawah terhadap total lahan  (%) 
Proporsi sawah irigasi teknis+semi teknis (%) 
Luas lahan tersedia per rumah tangga (ha/RT) 
Proporsi desa terletak di bawah 500 meter d.p.l.(%) 
 
Proporsi RT tani terhadap total RT (%) 
Proporsi RT tani padi terhadap rumah tangga tani (%) 
Penguasaan lahan pertanian per RT tani (ha)  
Penguasaan lahan sawah per RT tani padi (ha) 
Proporsi RT tani dengan lahan di bawah 0.50 ha (%) 
Proporsi pemilikan lahan/penguasaan lahan  (%) 
Proporsi penguasaan sawah/lahan pertanian (%) 
Jumlah RT buruh tani per lahan sawah dikuasai 
(rumah tangga/ha sawah) 
Jumlah RT buruh tani per lahan pertanian yang 
dikuasai (rumah tangga/ha) 
Jumlah RT pengolah hasil pertanian per produksi 
padi sawah (rumah tangga/ton padi) 
 
Ratio luas sawah terhadap jumlah traktor (ha/ traktor) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah hand sprayer 
ha/unit) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah pompa air 
ha/pompa) 
Rasio produksi padi sawah terhadap jumlah mesin 
pengolah padi (ha/unit) 
Rasio luas sawah terhadap jumlah kios sarana 
produksi tanaman pangan (ha/kios) 
Rasio produksi padi sawah terhadap jumlah lantai 
jemur (ton/unit) 
Rasio jumlah rumah tangga terhadap jumlah 
kendaraan roda-4 
Proporsi desa dengan dominasi jalan aspal atau jalan 
diperkeras (%) 
 
Intensitas panen padi sawah per tahun (x100) 
Produktivitas usahatani padi sawah per musim tanam 
(kg/ha) 
Produksi padi sawah per rumah tangga tani padi 
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Tabel 3. Kontribusi 10 Faktor Utama Terhadap Varian Total dan Koefisien Korelasinya dengan 
Variabel yang Dianalisis 
 
Variabel Faktor  utama 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
Kontribusi 
faktor terhadap 
varian total (%) 
 
Kontribusi 





















































dengan faktor  

















































































































































































































































































































Catatan: Variabel yang disajikan hanya yang memiliki koefisien korelasi > 0.20 dengan salah satu faktor utama. 
*) Menunjukkan koefisien korelasi < 0,20 
 
 Dengan demikian pengelompokan kecamatan sebenarnya cukup 
dilakukan dengan menggunakan 8 faktor saja yaitu faktor 1 hingga faktor 8. 
Delapan faktor tersebut secara total dapat menerangkan sebesar 66,2 persen 
variasi total. Secara umum faktor-faktor tersebut juga memiliki korelasi yang 
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cukup erat dengan variabel yang dianalisis dimana sedikitnya satu variabel 
memiliki korelasi lebih besar dari 0,45 dengan faktor tertentu. 
 Faktor pertama (F1) memiliki kontribusi sebesar 21,52 persen terhadap 
varian total. Artinya, sekitar 21 persen variasi antar kecamatan dalam variabel 
yang dianalisis dapat diterangkan oleh faktor F1. Faktor tersebut berkorelasi 
cukup erat dengan variabel SD2, SD3, RT1, RT4, RT7 dan PD7 dengan 
koefisien korelasi antara 0,56 sampai 0,78. Faktor ini dapat dianggap 
mencerminkan fenomena-fenomena yang terkait dengan kualitas sumberdaya 
lahan pertanian. Berdasarkan tanda koefisien korelasi yang diperoleh dapat 
diungkapkan bahwa kecamatan yang berbasis sawah (SD2) cenderung memiliki 
sawah irigasi teknis relatif luas (SD3). Di kecamatan demikian proporsi rumah 
tangga tani (RT1) cenderung kecil karena kegiatan di luar pertanian yang relatif 
berkembang. Tetapi penguasaan lahan per rumah tangga tani (RT4) cenderung 
tinggi dan sebagian besar lahan yang dikuasai merupakan lahan sawah (RT7). 
Karakteristik sumberdaya lahan dan rumah tangga tani seperti ini menyebabkan 
produksi padi sawah per rumah tangga tani di kecamatan tersebut cenderung 
tinggi dibandingkan kecamatan lainnya (PD7). 
Faktor F2 mencerminkan fenomena-fenomena yang terkait dengan 
kuantitas sawah yang tersedia di setiap kecamatan. Kecamatan dengan luas 
sawah yang tinggi (SD1) cenderung memiliki lahan pertanian per rumah tangga 
yang tinggi pula (SD5). Begitu pula rata-rata penguasaan lahan pertanian per 
rumah tangga tani di kecamatan seperti ini cenderung tinggi (RT3). Sedangkan 
jumlah rumah tangga tani berlahan sempit atau yang menguasai lahan pertanian 
dibawah 0,50 ha relatif sedikit. 
 Faktor F3 berkaitan dengan ketinggian daerah atau ketinggian 
kecamatan. Kecamatan yang berlokasi di daerah dataran tinggi (SD2) 
cenderung memiliki pompa air per hektar sawah yang relatif tinggi (SP3). 
Hubungan demikian dapat terjadi karena sawah beririgasi teknis yang mampu 
mensuplai air secara kontinyu ke lahan sawah petani umumnya dibangun di 
daerah rendah. Dengan kata lain, masalah kelangkaan air irigasi untuk 
usahatani padi sawah lebih menonjol di daerah dataran tinggi. Konsekuensinya 
adalah usahatani padi sawah di daerah dataran tinggi membutuhkan dukungan 
pompa air dan intensitas panen padi sawah di daerah dataran tinggi cenderung 
rendah (PD1). 
 Faktor F4 berkaitan dengan fenomena buruh tani. Berdasarkan tanda 
koefisien korelasi pada variabel RT8 dan SP4 dapat diungkapkan bahwa jumlah 
rumah tangga buruh tani per hektar sawah cenderung tinggi di kecamatan yang 
memiliki mesin pengolah padi relatif banyak. Sedangkan faktor F5 berkaitan 
dengan fenomena pemilikan lahan dan mengungkapkan bahwa proporsi lahan 
milik yang diusahakan petani (RT6) cenderung tinggi di daerah berbasis padi 
(RT2). Sementara F6, F7 dan F8 masing-masing mencerminkan produktivitas 
usahatani padi per musim tanam (PD2), ketersediaan hand sprayer (SP2) dan 
tekanan buruh tani terhadap lahan pertanian (RT9) di setiap kecamatan. 
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 Metode klasifikasi hirarki dengan menggunakan nilai-nilai faktor yang 
dihasilkan dari analisis komponen prinsipal telah digunakan untuk melakukan 
pengelompokan kecamatan di Jawa menjadi beberapa kelompok kecamatan 
yang memiliki karakteristik relatif berbeda satu sama lain. Dalam klasifikasi 
tersebut hanya 8 faktor utama (F1 hingga F8) yang digunakan yang secara 
kumulatif memiliki kontribusi sebesar 66,2 persen terhadap variasi total. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengelompokan individu yang dilakukan dengan 
menggunakan kedelapan faktor tersebut mampu menerangkan sekitar 66 
persen variasi karakteristik dari seluruh individu kecamatan yang dikaji. Faktor 
utama lainnya (F9, F10 …….. F26) tidak digunakan dalam klasifikasi karena 
memiliki kemampuan yang cukup rendah dalam menerangkan variasi total yaitu 
di bawah 3,83 persen atau lebih rendah dari kontribusi rata-rata setiap variabel 
terhadap varian total. 
 Prinsip utama dari penggunaan metode klasifikasi hirarki adalah 
melakukan pengelompokan individu secara bertahap. Setiap tahap 
pengelompokan akan menghasilkan kelompok individu dengan homogenitas 
semakin tinggi dan perbedaan yang semakin besar antar kelompok tetapi jumlah 
individu yang tercakup didalam setiap kelompok akan semakin kecil. 
Permasalahannya adalah pada tahap mana proses pengelompokan tersebut 
dihentikan, dengan kata lain berapa jumlah kelompok kecamatan yang akan 
dianalilsis lebih lanjut. Dalam penelitian ini proses pengelompokan kecamatan 
dihentikan apabila jumlah kecamatan terkecil pada salah satu kelompok 
kecamatan yang terbentuk kurang dari 5 persen total kecamatan atau kurang 
dari 61 kecamatan. Kriteria ini digunakan untuk menghindari terbentuknya 
kelompok kecamatan yang sangat eksklusif (dengan jumlah individu kecamatan 
yang sangat kecil) yang secara empirik kurang bermakna. 
 Dengan kriteria di atas maka dihasilkan 4 kelompok kecamatan yaitu 
kelompok kecamatan K1, K2, K3 dan K4 (Tabel 4). Kelompok kecamatan K3 
mencakup jumlah kecamatan yang paling besar yaitu sekitar 38,6 persen total 
kecamatan di Jawa atau sebanyak 552 kecamatan. Kelompok kecamatan 
dengan jumlah kecamatan paling kecil adalah K2 yang memiliki 74 kecamatan 
atau 6,2 persen total kecamatan yang dianalisis. 
 Nilai rata-rata variabel yang dianalisis secara umum berbeda menurut 
kelompok kecamatan. Nilai koefisien variasi dari variabel-variabel tersebut untuk 
setiap kelompok kecamatan secara umum lebih kecil dibandingkan koefisien 
variasi dari total kecamatan (lihat Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa setiap 
kelompok kecamatan yang dihasilkan memiliki individu kecamatan dengan 
karakteristik yang lebih homogen dibandingkan karakteristik kecamatan secara 
agregat atau tanpa pengelompokan. Namun beberapa variabel pada kelompok 
kecamatan tertentu masih menunjukkan koefisien variasi yang cukup tinggi 
(>100%), atau masih memiliki tingkat homogenitas yang rendah. 
 
 158 
Jurnal Agro Ekonomi Volume 21 No. 2  Oktober 2003 : 145 - 174 
Tabel 4. Jumlah Kecamatan dan Nilai Rata-rata Variabel Menurut Kelompok Kecamatan 
 
Variabel Kelompok kecamatan K1 K2 K3 K4 
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Tabel 4. Lanjutan 
 





























































Keterangan : (  ) koefisien variasi (%) 
 
Karakterisitik Menurut Kelompok Kecamatan 
 Untuk memahami karakteristik dari setiap kelompok kecamatan telah 
dilakukan uji beda nilai tengah untuk setiap variabel yang dipergunakan dalam 
pengelompokan kecamatan. Untuk memudahkan interpretasi uji beda tersebut 
dilakukan antara nilai tengah variabel dari seluruh kecamatan secara agregat 
dengan nilai tengah variabel dari setiap kelompok kecamatan. Variabel yang 
dikaji dianggap berbeda jika hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang 
signifikan sedikitnya pada taraf α = 0,05. Hasil pengujian variabel yang tidak 
nyata pada taraf tersebut untuk kelompok kecamatan tertentu menunjukkan 
bahwa variabel pada kelompok kecamatan tersebut relatif sama dengan rata-
rata populasi. Dengan kata lain, kelompok kecamatan yang bersangkutan tidak 
memiliki sifat yang spesifik dalam variabel yang dikaji.  
 Dari seluruh variabel yang dikaji, hanya terdapat 23 variabel yang 
berbeda secara signifikan, sedikitnya untuk satu kelompok kecamatan. 
Kesimpulan secara kualitatif dari hasil pengujian tersebut untuk setiap variabel 
yang dikaji diperlihatkan dalam Tabel 5.  
 Dari segi ketersediaan sumberdaya lahan, secara umum terdapat dua 
kelompok besar kecamatan yang memiliki karakteristik berbeda. Kelompok 
kecamatan K1 dan K2 memiliki proporsi lahan sawah terhadap total lahan 
pertanian (SD2) yang tergolong sedang atau tinggi sedangkan kelompok 
kecamatan K3 dan K4 memiliki proporsi lahan sawah tergolong rendah. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa kelompok kecamatan K1 dan K2 merupakan 
daerah sistem sawah. Kedua kelompok kecamatan tersebut secara umum 
terdapat di daerah dataran rendah (SD7 tergolong tinggi) dan memiliki proporsi 
lahan sawah irigasi teknis/semi teknis (SD3) yang tergolong tinggi pula. Seperti 
diperlihatkan dalam Tabel 4, kedua kelompok kecamatan K1 dan K2 memiliki 
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proporsi lahan sawah irigasi teknis/semiteknis lebih dari 75 persen total sawah 
yang tersedia, sedangkan pada kelompok K3 dan K4 proporsi tersebut kurang 
dari 42 persen. 
 
Tabel 5. Karakteristik Kualitatif Menurut Kelompok Kecamatan 
 
Variabel Kelompok kecamatan K1 K2 K3 K4 
Luas sawah per kecamatan (SD1) 
Proporsi lahan sawah terhadap total lahan (SD2) 
Proporsi sawah irigasi teknis/semi teknis (SD3) 
Total lahan tersedia per rumah tangga (SD5) 
Proporsi desa di bawah 500 meter d.p.l. (SD7) 
 
Proporsi rumah tangga tani (RT1) 
Penguasaan lahan per RT tani pengguna lahan 
(RT3) 
Penguasaan sawah per RT tani padi (RT4) 
Proporsi RT tani dengan penguasaan lahan di bawah 
0,50 ha (RT5) 
Proporsi penguasaan lahan sawah terhadap total 
lahan dikusai (RT7) 
Jumlah buruh tani per lahan sawah dikuasai (RT8) 
Jumlah buruh tani per total lahan dikuasai (RT9) 
Jumlah RT pengolah hasil pertanian (RT10) 
 
Ketersediaan traktor (SP1) 
Ketersediaan pompa air (SP3) 
Ketersediaan mesin pengolah padi (SP4) 
Ketersediaan kios sarana produksi tan.pangan (SP5) 
Ketersediaan lantai jemur (SP6) 
Ketersediaan kendaraan roda-4 (SP10) 
Ketersediaan jalan aspal/jalan diperkeras (SP11) 
 
Intensitas tanaman padi per tahun (PD1) 
Produktivitas usahatani padi sawah per hektar (PD2) 


















































































































T atau R : menunjukkan lebih tinggi (T) atau lebih rendah (R) dibandingkan rata-rata populasi 
dengan taraf nyata 5 persen. 
(-) : menunjukkan hasil pengujian yang tidak signifikan pada taraf nyata 5 persen. Artinya, 
variabel yang bersangkutan tergolong sedang atau sama dengan nilai rata-rata populasi 
kecamatan. 
 
 Kelompok kecamatan K1 dan K2 secara umum juga memiliki sarana 
dan prasarana pendukung usahatani padi sawah yang lebih baik dibandingkan 
kelompok kecamatan K3 dan K4. Dari segi jumlah traktor yang tersedia (SP1) 
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misalnya, setiap unit traktor pada kelompok kecamatan K1 dan K2 masing-
masing melayani pengolahan sawah sekitar 107 hektar dan 57 hektar sawah 
sedangkan pada kelompok kecamatan K3 dan K4 melayani sekitar 259 hektar 
dan 274 hektar sawah (Tabel 4). Demikian pula ketersediaan mesin pengolah 
padi, lantai jemur, kios sarana produksi dan pemilikan kendaraan roda-4, yang 
secara umum lebih tinggi pada kelompok kecamatan K1 dan K2 dibandingkan 
kelompok kecamatan K3 dan K4. Oleh karena itu dapat dipahami bila kedua 
kelompok kecamatan K1 dan K2 memiliki produktivitas usahatani padi yang 
lebih tinggi dibandingkan kelompok kecamatan lainnya, karena didukung 
dengan jaringan irigasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Pada 
kedua kelompok kecamatan tersebut, rata-rata produktivitas usahatani padi 
sawah pada 1994-1998 sebesar 6,03 ton dan 6,17 ton gabah per hektar per 
musim panen, sedangkan di kelompok kecamatan lainnya kurang dari 5,65 ton 
gabah/ha/musim (Tabel 4). 
 Akibat tekanan penduduk yang tinggi seperti di Jawa, maka 
perkembangan teknologi usahatani yang memungkinkan peningkatan produksi 
per satuan lahan merupakan kata kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan 
yang terus meningkat. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa proses alih 
teknologi pertanian kepada petani seringkali berjalan lambat akibat terkendala 
oleh penguasaan lahan dan pemilikan modal petani yang rendah. Dalam kaitan 
ini maka rumah tangga tani pada kelompok kecamatan K1 dan K2 dapat 
dikatakan memiliki kendala adopsi teknologi yang relatif rendah karena rata-rata 
penguasaan lahan per rumah tangga tani (RT3) di kecamatan-kecamatan 
tersebut tergolong tinggi atau sedang. Namun akibat distribusi penguasaan 
lahan garapan yang tidak merata maka tekanan terhadap lahan pertanian di 
daerah tersebut relatif tinggi, terutama pada kelompok kecamatan K1. Kondisi 
demikian ditunjukkan oleh tingginya proporsi rumah tangga tani dengan 
penguasaan lahan di bawah 0,50 ha (RT5) dan tingginya tekanan rumahtangga 
buruh tani terhadap lahan pertanian yang tersedia (RT9). 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecamatan-kecamatan 
yang termasuk pada kelompok kecamatan K1 dan K2 seharusnya mendapat 
prioritas untuk dijadikan kawasan pangan dan lahan sawah yang termasuk 
kedalam wilayah kecamatan tersebut dilindungi dari proses konversi lahan. 
Kegiatan konversi lahan di kawasan tersebut akan memberikan dampak yang 
lebih merugikan dibandingkan daerah lainnya karena: (1) produktivitas 
usahatani padi di kawasan tersebut tergolong tinggi sehingga berkurangnya 
lahan sawah akibat konversi lahan akan memberikan dampak yang signifikan 
terhadap produksi padi yang dapat dihasilkan; (2) tekanan rumah tangga tani 
berlahan sempit dan rumah tangga buruh tani per satuan lahan relatif tinggi 
sehingga berkurangnya lahan sawah akan menimbulkan dampak sosial yang 
tinggi akibat berkurangnya kesempatan kerja pertanian bagi lapisan masyarakat 
tersebut; (3) kendala adopsi teknologi di daerah tersebut relatif rendah akibat 
dukungan sarana/prasarana pertanian yang memadai dan rata-rata penguasaan 
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lahan yang tinggi sehingga apabila terjadi perkembangan teknologi maka 
daerah tersebut mampu melakukan adopsi teknologi dengan lebih cepat 
dibandingkan daerah lainnya; dan (4) investasi sektor pertanian berupa jaringan 
irigasi dan sarana pendukung pertanian di kawasan tersebut relatif tinggi 
sehingga konversi lahan di kawasan tersebut akan memberikan kerugian 
investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. 
 
Distribusi Kecamatan Menurut Kabupaten dan Provinsi. 
 Hasil analisis sebelumnya menyimpulklan bahwa terdapat dua 
kelompok kecamatan (K1 dasn K2) yang memiliki prioritas tinggi untuk dijadikan 
kawasan pangan. Namun demikian, pencadangan kawasan tersebut secara 
formal tidak mudah dilakukan karena hal itu sangat tergantung kepada persepsi 
pemerintah daerah tentang perlunya pencadangan kawasan tersebut. Masalah 
kelembagaan tersebut diperkirakan akan menguat dimasa mendatang sejalan 
dengan sistem pemerintahan otonomi yang memberikan kemandirian luas 
kepada Pemda Tingkat II dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. 
Oleh karena itu pencadangan kawasan produksi pangan seharusnya dilakukan 
melalui kesepakatan dengan Pemda Tingkat II untuk mendapatkan landasan 
hukum dan dukungan yang kuat pada pelaksanaannya di lapangan. 
 Dalam kaitan di atas maka salah satu pertanyaan yang muncul adalah 
bagaimana distribusi kawasan pangan yang dimaksud menurut wilayah 
administratif. Informasi tersebut diperlukan untuk mengkaji sejauh mana 
hambatan kelembagaan yang akan muncul dalam menerapkan kebijakan 
pencadangan kawasan pangan tersebut. Apabila kawasan yang dimaksud 
tersebar merata menurut wilayah kabupaten maka hal itu akan mempersulit 
dalam mendapatkan dukungan daerah karena persepsi Pemda Tingkat II 
tentang perlunya pencadangan kawasan tersebut sangat bervariasi. Sebaliknya, 
jika kawasan yang dimaksud terkonsentrasi pada kabupaten-kabupaten tertentu 
maka upaya untuk membangun persepsi tentang pentingnya pencadangan 
kawasan tersebut relatif lebih mudah dilakukan. 
 Tabel 6 memperlihatkan bahwa sebagian besar kecamatan yang 
memiliki prioritas tinggi untuk dijadikan kawasan pangan terdapat di Jawa Timur 
yaitu sebanyak 228 kecamatan atau 15,9 persen dari total kecamatan di wilayah 
kabupaten di Jawa. Posisi selanjutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dan 
Jawa Tengah dengan jumlah kecamatan masing-masing 142 kecamatan dan 
140 kecamatan atau sebesar 10,1 persen dan 9,8 persen total kecamatan di 
Jawa. Secara relatif Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kecamatan yang 
cukup besar yaitu 44,8 persen total kecamatan di provinsi tersebut sedangkan di 
Jawa Barat dan Jawa Tengah proporsi kecamatan tersebut masing-masing 
sekitar 30,5 persen dan 30,8 persen. Dengan kata lain satu dari tiga kecamatan 
wilayah kabupaten di ketiga provinsi memiliki sistem produksi padi sawah yang 
tergolong baik yang seharusnya dicadangkan untuk kawasan pangan. 
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Tabel 6. Distribusi Kecamatan dan Sumbangan Produksi Padi di Jawa Menurut 
Kelompok Kecamatan dan Menurut Provinsi 
 































































































































 Jika dikaji berdasarkan luas sawah yang termasuk kategori di atas maka 
penyebaran sawah tersebut relatif berimbang menurut provinsi. Di Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing terdapat sekitar 546 ribu hektar, 
354 ribu hektar dan 556 ribu hektar sawah yang termasuk kedalam wilayah 
kecamatan-kecamatan diatas. Areal sawah tersebut tersebar di 36 persen 
kecamatan di Jawa, sedangkan produksi padi sawah yang dihasilkan dari 
kawasan tersebut sekitar 50 persen produksi padi sawah di Jawa. Hal ini 
menunjukkan bahwa kecamatan- kecamatan tersebut memiliki peranan cukup 
besar terhadap produksi padi di Jawa. Kondisi demikian tidak terlepas dari 
tingginya luas sawah yang tersedia di kecamatan-kecamatan tersebut 
disamping sistem produksi padi sawah yang baik sehingga dihasilkan produkti-
vitas usahatani padi sawah yang cukup tinggi pula. 
 Jika kabupaten yang memiliki kawasan sawah produktif lebih besar dari 
20 ribu hektar, maka ia dianggap sebagai kabupaten utama bagi lokasi kawasan 
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pangan. Dengan cara tersebut,  maka secara total terdapat 29 kabupaten yang 
termasuk kategori tersebut atau sekitar 37 persen dari total kabupaten di Jawa. 
Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan sistem produksi padi sawah 
yang baik, yang seharusnya dicadangkan bagi kawasan cagar pangan 
cenderung terkonsentrasi pada kabupaten-kabupaten tertentu. Di Jawa Barat 
dan Jawa Tengah masing-masing terdapat 8 kabupaten sedangkan di Jawa 
Timur terdapat 13 kabupaten utama (Tabel 7). Sebagian besar kabupaten-
kabupaten tersebut terdapat di jalur pantura, terutama di Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. 
 
Tabel 7. Distribusi Jumlah Kecamatan dan Luas Sawah yang Termasuk pada Kelompok 
Kecamatan K1 dan K2 Menurut Kabupaten Utama *) 
 
Kabupaten Jumlah kecamatan Luas sawah (000  ha) K1 K2 K1 K2 Total 
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Keterangan: Kabupaten utama adalah kabupaten dengan luas sawah pada kelompok kecamatan K1 
dan K2 lebih besar dari 20.000 ha. 
Ancaman Konversi Lahan Sawah Menurut Kelompok Kecamatan 
 Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan 
maka kebutuhan penyediaan lahan untuk kegiatan non pertanian mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan demikian menyebabkan 
konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian seringkali sulit dihindari 
terutama di daerah dengan sumberdaya lahan yang sangat terbatas seperti di 
Jawa. Konsekuensinya adalah upaya pencadangan kawasan bagi produksi 
pangan seyogyanya dilengkapi dengan upaya pencegahan atau pengendalian 
konversi lahan agar eksistensi kawasan tersebut dapat dipertahankan dalam 
jangka panjang. Namun seberapa jauh kebutuhan upaya pencegahan konversi 
lahan tersebut akan tergantung kepada besarnya ancaman konversi lahan di 
setiap kecamatan.  
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 Besarnya ancaman konversi lahan di setiap kecamatan dalam penelitian 
ini didekati dari besarnya kapasitas produksi padi sawah yang hilang akibat 
konversi lahan selama periode 1994-1998. Dengan pendekatan tersebut maka 
tingkat ancaman konversi lahan di setiap kecamatan akan tergantung kepada 
luas lahan sawah yang dikonversi per tahun, jenis lahan sawah yang dikonversi, 
intensitas tanam padi per tahun dan produktivitas usahatani padi per musim 
panen. Dengan pendekatan demikian, maka tingkat ancaman konversi lahan 
yang dimaksud tidak hanya memperhitungkan besarnya permintaan lahan 
sawah untuk kegiatan non pertanian di setiap kecamatan, tetapi memperhitung-
kan pula upaya pencegahan konversi lahan yang dilakukan oleh birokrasi 
daerah. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan konversi lahan secara yuridis 
harus dilakukan melalui persetujuan birokrasi daerah. 
 Tabel 8 memperlihatkan besarnya ancaman konversi lahan terhadap 
eksistensi produksi padi di setiap kelompok kecamatan.  Secara umum  terdapat  
hubungan yang positif antara besarnya ancaman konversi lahan dengan kualitas 
sistem produksi padi yang ditunjukkan dengan tingkat produktivitas dan 
intensitas tanaman padi. Pada kelompok kecamatan K1 dan K2 yang memiliki 
produktivitas usahatani lebih tinggi dibandingkan kelompok kecamatan lainnya, 
besarnya ancaman konversi lahan di daerah tersebut juga sangat tinggi karena 
sebagian besar lahan yang dikonversi merupakan lahan sawah irigasi teknis dan 
semiteknis.   Secara  rata-rata  pola  konversi   lahan  sawah  yang  terjadi  pada  
kelompok kecamatan K1 dn K2 menyebabkan hilangnya produksi padi sekitar 
210 ton dan 342 ton per tahun per kecamatan, sedangkan pengurangan 
produksi padi akibat konversi lahan sawah pada kelompok kecamatan lainnya 
kurang dari 190 ton per kecamatan per tahun. 
 Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa daerah-daerah yang idealnya 
dijadikan kawasan pangan cenderung merupakan daerah rawan konversi lahan 
meskipun sekitar 33 persen kecamatan yang tercakup dalam kawasan tersebut 
tidak mengalami konversi lahan. Oleh karena itu kebijakan pencadangan 
kawasan pangan perlu dilengkapi dengan upaya pencegahan konversi  lahan  di  
Tabel 8. Rata-rata Ancaman Konversi Lahan dan Frekuensi Kecamatan Menurut 
Besarnya Ancaman Konversi Lahan untuk Setiap Kelompok Kecamatan 
 
Variabel Kelompok kecamatan K1 K2 K3 K4 
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Laju pengurangan sawah (ha/kec/th) 
pada 1994-1998 
 
Frekuensi pengurangan sawah (kali) 
 
Proporsi sawah irigasi teknis/semi 
teknis yang dikonversi (%) 
 
Rata-rata produksi padi sawah yang 
hilang akibat konversi lahan (ton/th/ 
kecamatan) 
 
Frekuensi kecamatan dengan ancaman 







- Tanpa konversi lahan 
 
Luas sawah dengan ancaman konversi 







- Tanpa konversi lahan 
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Keterangan: 1) Klasifikasi ancaman konversi lahan tergolong tinggi, sedang atau rendah 
ditentukan berdasarkan nilai rata-rata produksi padi sawah yang hilang/ 
kecamatan/tahun akibat konversi lahan dari seluruh kecamatan + 0,25 standar 
deviasi. 
2) Angka dalam kurung menunjukkan persentase. 
 
kawasan tersebut. Jika ancaman konversi lahan di setiap kecamatan dibagi atas 
4 kategori yaitu: tinggi (>300 ton gabah/tahun); sedang (128-300 ton 
gabah/tahun); rendah (<128 ton gabah/tahun) dan tanpa konversi lahan; maka 
tidak seluruh kecamatan yang memiliki prioritas tinggi untuk dijadikan kawasan 
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pangan membutuhkan upaya pencegahan konversi lahan secara ketat dan 
mendesak. Prioritas pencegahan konversi lahan terutama dibutuhkan pada 145 
kecamatan yang memiliki ancaman konversi lahan tergolong tinggi dan sedang, 
atau sektiar 28 persen dari total kecamatan yang layak dijadikan kawasan 
pangan (510 kecamatan). Sementara kecamatan lainnya dapat dikatakan belum 
membutuhkan upaya pencegahan konversi lahan yang mendesak karena 
ancaman konversi lahan di kecamatan-kecamatan tersebut tergolong rendah 
atau sama sekali tidak terjadi konversi lahan sawah selama tahun 1994-1998. 
 
Tabel 9. Tingkat Ancaman Konversi Lahan Sawah pada Kelompok Kecamatan K1 dan 
K2 Menurut Provinsi 
 





Rata-rata pengurangan produksi padi 
akibat konversi lahan (ton 
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Keterangan:  (   ) persentase. 
 
 Bila dikaji menurut provinsi maka upaya pencegahan konversi lahan 
terutama dibutuhkan di Jawa Barat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Hal ini karena 40,8 persen kecamatan yang layak dijadikan 
kawasan pangan di Jawa Barat memiliki ancaman konversi lahan yang 
tergolong tinggi atau sedang, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur 
jumlah kecamatan yang termasuk kategori tersebut hanya sekitar 26 persen dan 
22 persen (Tabel 9). Sementara itu, jumlah kecamatan yang relatif aman dari 
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konversi lahan cukup berimbang antara ketiga provinsi tersebut yaitu antara 27 
persen hingga 34 persen total kecamatan. Demikian pula jika daerah yang tidak 
memiliki konversi lahan diukur dalam luas sawah yang tersedia maka ketiga 
provinsi memiliki kondisi yang hampir sama karena luas kawasan yang 
termasuk kedalam kategori tersebut hanya berkisar antara 33 persen hingga 37 
persen. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
 
 Berdasarkan ketersediaan sumberdaya lahan secara kuantitas dan 
kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan ekonomi, 
karakteristik rumah tangga, serta kinerja usahatani padi sawah, maka 
kecamatan yang termasuk kedalam wilayah kabupaten di Jawa dapat dibagi 
atas 4 kelompok kecamatan. Dua kelompok kecamatan memiliki sistem 
usahatani padi yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. Produktivitas 
usahatani padi pada 2 kelompok kecamatan tersebut tergolong tinggi akibat 
ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang relatif tinggi seperti jaringan 
irigasi. Pada kedua kelompok kecamatan tersebut tekanan buruh tani dan 
rumah tangga tani berlahan sempit juga tergolong tinggi atau sedang, 
sementara rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga tani tergolong tinggi. 
 Kedua kelompok kecamatan di atas idealnya dicadangkan sebagai 
kawasan produksi pangan atau dijadikan kawasan pangan dan dilindungi dari 
kegiatan konversi lahan. Hal ini karena konversi lahan di kawasan tersebut akan 
menimbulkan dampak negatif yang lebih merugikan dibandingkan kawasan 
lainnya baik dalam penyediaan bahan pangan, masalah tenaga kerja pedesaan 
maupun kerugian investasi pertanian. Secara total kawasan dimaksud tersebut 
meliputi 510 kecamatan dengan luas sawah sebesar 1,46 juta hektar (36% 
sawah di Jawa) dan menyumbang sekitar 50 persen produksi padi di Jawa. 
Kawasan tersebut terutama tersebar di 8 kabupaten utama di Jawa Barat 
(Indramayu, Karawang, Subang, Cirebon, Bekasi, Tangerang, Majalengka, dan 
Serang), 13 kabupaten utama di Jawa Timur (Jember, Banyuwangi, Jombang, 
Kediri, Nganjuk, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Madiun, Pasuruan, Sidoarjo, 
Ponorogo, dan Lumajang), dan 8 kabupaten di Jawa Tengah (Brebes, Demak, 
Tegal, Cilacap, Pati, Pemalang, Klaten, dan Sragen). 
 Meskipun kawasan seperti disebutkan di atas sangat ideal bagi 
kawasan pangan namun ancaman konversi lahan di kawasan tersebut 
cenderung tinggi khususnya di kecamatan-kecamatan tertentu. Hal ini 
menunjukkan bahwa pencadangan kawasan pangan tersebut perlu didukung 
dengan upaya pencegahan konversi lahan. Upaya pencegahan konversi lahan 
di kawasan tersebut terutama dibutuhkan pada 145 kecamatan atau 28 persen 
kecamatan yang layak dijadikan kawasan pangan karena ancaman konversi 
lahan terhadap masalah pangan di kecamatan-kecamatan tersebut relatif tinggi 
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atau sedang. Sementara kecamatan lainnya dapat dikatakan belum 
membutuhkan upaya pencegahan konversi lahan yang mendesak, karena 
ancaman konversi lahan di kecamatan-kecamatan tersebut tergolong rendah 
atau sama sekali tidak terjadi konversi lahan sawah. 
 Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghambat 
kegiatan konversi lahan sawah di kawasan pangan adalah dengan memberlaku-
kan biaya konversi lahan, khususnya untuk kegiatan konversi berskala besar 
yang dilakukan oleh para pengembang kegiatan non pertanian di kawasan 
tersebut. Pendekatan ini perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan upaya 
pencegahan konversi lahan pertanian produktif yang selama ini ditempuh 
melalui pendekatan yuridis. Larangan tersebut akan kurang efektif selama tidak 
didukung dengan sistem pengawasan yang ketat dan penegakan supremasi 
hukum. Biaya konversi lahan tersebut seyogyanya diskriminatif dan bersifat 
progresif menurut potensi dampak (positif dan negatif) yang ditimbulkan secara 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada prinsipnya besarnya biaya konversi lahan 
tersebut haruslah sebanding dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
menetralisir berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh konversi lahan, baik yang 
bersifat komunal (seperti masalah lingkungan dan berkurangnya kesempatan 
kerja rumah tangga buruh tani) maupun yang bersifat individual (seperti 
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Lampiran 1. Kecamatan yang Layak Dicadangkan Sebagai Kawasan Pangan Menurut Kabupaten di 
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Lampiran 2. Kecamatan yang Layak Dicadangkan Sebagai Kawasan Pangan Menurut 
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Lampiran 3. Kecamatan yang Layak Dicadangkan Sebagai Kawasan Pangan Menurut 
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